BAB VI
ETIKA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Etika sebagai salah satu dalam lingkungan studi filsafat adalah bidang pengetahuan tentang moralitas manusia, yaitu asas-asas baik dan buruk yang bertalian dengan kelakuan orang. Penerapan bidang pengetahuan itu dalam kehidupan masyarakat menimbulkan berbagai ajaran moral.

Istilah ethics (etika) berasal dari perkataan Yunani dan morality dari perkataan Latin yang berdasarkan asal mula katanya mempunyai kadar arti yang sama. Hanya kemudian dalam kelaziman pemakaiannya, ethics lebih umum dipakai untuk asas-asas kelakuan dari sesuatu profesi, sedang morality lebih lazim untuk menyebut asas-asas kelakuan baik yang tertuju pada perbuatan perseorangan. Dengan demikian pengertian tindakan etis sama maknanya dengan tindakan moral, hanya yang terdahulu dilakukan dalam rangka sesuatu bidang jabatan, sedang yang belakangan diperbuat oleh perorangan yang tidak bertalian dengan suatu profesi tertentu.

Etika administrasi pemerintahan merupakan bidang pengetahuan mengenai ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi para administrator pemerintahan dalam menunaikan tugas-tugasnya dan melakukan tindakan jabatannya. Sebagai bidang studi etika administrasi pemerintahan untuk sebagian termasuk dalam ilmu administrasi negara dan sebagian yang tercakup dalam lingkup filsafat. Dengan demikian sifatnya tidak lagi sepenuhnya empiris melainkan terutama normatif, yaitu berusaha menentukan norma-norma mengenai apa yang seharusnya diadakan atau dilakukan oleh seseorang dalam pelaksanaan tugasnya.

Menurut filsuf Yunani Kuno Plato, keadilan merupakan salah satu dari empat kebajikan utama dalam kehidupan manusia. Keempat kebajikan utama itu ialah kebijaksanaan, ketabahan, pembatasan diri dan keadilan. Semua ini merupakan kebajikan bersifat pokok yang sangat diperlukan bagi kebaikan dan kesejahteraan manusia. Macam-macam kebajikan lainnya didasarkan pada atau diturunkan dari keempat kebajikan utama itu.

Seorang filsuf lainnya yang menjadi murid Plato bernama Aristoteles menganggap ada kesatuan diantara semua kebajikan dalam kerangka keadilan yang disebutnya sebagai keadilan umum. Dalam kerangka itu keadilan bukanlah suatu bagian dari kebajikan, melainkan kebajikan seluruhnya. Kebajikan sebagai kualitas yang membuat manusia bersifat baik menyangkut pikiran maupun wataknya. 

Dalam peradaban manusia dan kehidupan masyarakat sejak zaman kuno sampai abad modern ini keadilan dipandang sebagai suatu kebajikan moral yang utama kalau tidak yang terpenting. Setiap orang sebagai individu pribadi, warga masyarakat, petugas swasta maupun pejabat pemerintah diharapkan dapat menumbuhkan, memiliki dan memelihara dalam dirinya kebajikan moral berupa keadilan itu. Dengan demikian, ia sebagai insan di dunia ini dapat menunjukkan watak yang unggul, budi yang luhur dan perbuatan yang mulia.

Dalam etika administrasi pemerintahan cita keadilan perlu memperkembangkan ajaran-ajaran tentang pejabat yang adil dan tindakan yang adil bagi para aministrator pemerintahan. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan apapun setiap administrator harus menampakkan dirinya sebagai seorang pejabat yang adil dengan melakukan semua tindakan jabatan yang adil pula. Sebuah panitia etika jabatan menyimpulkan 4 asas penting yang berikut untuk diterapkan oleh para administrator pemerintahan:

1. Persamaan (Equality)


Salah satu kebajikan pokok dari setiap organisasi rasional seringkali diwujudkan dengan perlakuan yang sama terhadap semua pihak. Jadi, suatu mutu pelayanan yang konsisten harus diberikan kepada semua pihak tanpa memandang ikatan politik maupun kedudukan.

2. Kepantasan (Equity)


Persamaan dalam perlakuan sebagai asas tunggal tidak selalu mencapai keadilan dan kelayakan. Persoalan dan kebutuhan dalam masyarakat sangat beraneka ragam sehingga memerlukan perbedaan perlakuan. 

3. Kesetiaan (Loyality)


Perlu diperkembangkan suatu kesadaran mengenai kesetiaan seseorang pejabat kepada konstitusi, pemerintah, hukum, dan kepada pihak-pihak atasan, bawahan atau kolega yang seringkali menimbulkan suatu persoalan besar.

4. Pertanggungjawaban (Responsibility)


Setiap pejabat pemerintahan harus siap untuk memikul pertanggungjawaban mengenai apa saja yang dilakukannya. Ia tidak boleh terjebak pada alasan “hanya menjalankan perintah”.

Berbagai asas moral dalam etika administrasi pemerintahan perlu dijabarkan lebih terinci dalam suatu kode etik yang menegaskan langkah-langkah apa, segi-segi mana, dan kelakuan-kelakuan bagaimana yang wajib dihindari atau dilakukan oleh masing-masing administrator pemerintahan.

Sebagai sebuah contoh dapat dikemukakan kode etik yang ditetapkan dalam tahun 1984 oleh The American Society for Public Administration bagi para anggotanya agar ditaati dan dijalankan dengan penuh dedikasi dan keterikatan. Pada anggota perhimpunan itu diwajibkan merasa terikat untuk:

1. Menunjukkan standar yang tertinggi mengenai integritas perseorangan, kebenaran, kejujuran, dan ketabahan dalam semua aktivitas publik agar supaya membangkitkan kepercayaan rakyat terhadap pranata-pranata pemerintahan.

2. Melayani publik secara hormat, perhatian, sopan dan tanggap dengan mengakui bahwa pelayanan terhadap publik adalah di atas pelayanan terhadap diri sendiri.

3. Berjuang ke arah keunggulan profesional perseorangan dan mendorong pengembangan profesional dari rekan-rekan dan mereka yang ingin memasuki bidang administrasi negara.

4. Menghampiri kewajiban-kewajiban operasional dan organisasinya dengan suatu sikap positif dan secara konstruktif mendukung komunikasi yang terbuka, kreativitas, pengabdian dan belas kasih.

5. Melayani dalam suatu cara sedemikian hingga tidak mewujudkan keuntungan perseorangan yang tidak pada tempatnya dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban resminya.

6. Menghindari sesuatu kepentingan atau aktivitas yang bertentangan dengan penuaian dari kewajiban-kewajiban resmi.

7. Menghormati dan melindungi informasi berdasarkan hak-hak istimewa yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban resmi.

8. Menjalankan wewenang kebijaksanaan apapun yang dimiliki menurut hukum untuk memajukan kepentingan umum.

9. Mendukung, melaksanakan dan memajukan pekerjaan berdasarkan sistem jasa dan berbagai program tindakan yang pasti untuk menjamin kesempatan yang sma pada penerimaan, pemilihan, dan kemajuan dari orang-orang yang memenuhi persyaratan dari segenap unsur masyarakat.

10. Melenyapkan semua bentuk pembedaan tak sah, kecurangan, dan salah urus keuangan negara serta mendukung rekan-rekan kalau mereka berada dalam kesulitan karena usaha yang bertanggung jawab untuk memperbaiki pembedaan, kecurangan, dan salah urus demikian itu.

11. Menghormati, mendukung, mempelajari dan bila perlu berusaha untuk menyempurnakan konstitusi-konstitusi negara dan negara bagian serta hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan-hubungan diantara instansi-instansi pemerintah, para pegawai, para nasabah dan semua warga negara.

Dengan dikembangkannya etika administrasi pemerintahan, ditetapkan asas-asas moral dari kelakuan pejabat, dirumuskan kode etik untuk jabatan, dan diberikan garis pedoman pelaksanaannya dapatlah diharapkan tercapai aparatur pemerintah dan administrasi pemerintahan yang berwibawa, bersih dan sungguh-sungguh mengabdi kepada kepentingan bangsa maupun kesejahteraan rakyat.
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